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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun
2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Sistematika dalam penyusunan rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 selain sebagai bahan acuan dan pedoman bagi penyusunan
Dokumen Rencana Kerja dan Angggaran Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2025, juga berperan sebagai alat kendali serta wujud
transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka
menuju good govemance yang diawali dari tersusunnya perencanaan yang
matang serta akurat, sehingga apa yang dicita-citakankan dalam Rencana

Strategis dapat tercapai dalam setiap tahunnya.

Tulungagung, 30 Juli 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN



DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGAN T AR it e s i
DN 1N S S PP ii
BAB I. PENDAHULUAN ...ttt ee s 1
1.1. Latar BelakKang.....ccocoviuiiiiiiiiiiiiee e 1
1.2. Landasan HUKUM ......coiiiiiiiiiiiiei e 3
1.3. Maksud dan Tujuan.....ccccceeiuviiiiiiiiiiiiiiiiiccee 4
1.4. Sistematika Penulisan.......ccoceiiiiiiiiiiiiniiiiieiieeeceeeeans S

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung Tahun Lalu dan Capaian Renstra............ 6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD ............cccoiiiiiiiiinnnn. 10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan
Fungsi PD oo 14
2.4. Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD...............cooolie 15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyakat.... 22
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN...... 25
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....................o... 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja........cccccoeiiiiiiiiiiiiiiinin. 26
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan...........c..c..c.coeoie 27
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ...cciiiiiiiiiinenes 29
BAB IV. PENUTUP e e e 30
LAMPIRAN



BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggngjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
merupakan perwujudan good govemance, dengan memerlukan
pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas,

terukur dan legitimate.

Rencana Keija (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan didepan untuk

menetapkan tingkat kineija yang diinginkan dimasa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Keija (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung merupakan penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan serta Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-

2026.

Melalui penyusunan yang perencanaan Program dan Kegiatan
yang tepat diharapkan dapat bersinergi dengan program pembangunan
lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berbasis
masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan program perikanan di
Kabupaten Tulungagung harus dimantapkan secara berkelanjutan

melalui integrasi serta penyusunan perencanaan yang tepat.

Untuk menghasilkan kemajuan di Sub Sektor Perikanan

didorong oleh motivasi yang kuat dengan menggali dan memanfaatkan



potensi perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya diberi kewenangan untuk mengelola, memanfaatkan, dan
melestarikan sumberdaya perikanan dei kesejahteraan masyarakat
Tulungagung, khususnya masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan,
Pengolah dan Pemasaran, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2. Landasan Hukum
Landasan Penyusunan Rencana Keija 2025 Dinas Perikanan

Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah;



10.

11.

12.

13.

Surat Edaran Mendagri Nomor 050/200/I1I/BANGDA /2008 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pembangunan Daerah (RKPD);
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah;

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 27 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis
Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun

2012-2032;



14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keija

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan arah dan

kebijakan pembangunan perikanan serta strategi dan prioritas tahun

2025.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2025 adalah sebagai bahan penyusunan RKPD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Keija
(RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, sehingga

terjadi kosistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Keija Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI. PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan,

landasan hukum, hubungan Renja Dinas Perikanan Kabupaten



Tulungagung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat
tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Dalam Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana
Keija Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan
Kabupaten Tulungagung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Kabupaten Tulungagungyaitu : Meningkatkan Pembangunan
Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, sesuai tugas pokok dan
fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung menetapkan tujuan
yang bersifat spesifik dan realistis. Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan
Strategi dan Kebijakan) dalam bentuk Program dan kegiatan Dinas
Perikanan Kabupaten Tulungagung selama Tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP



2.1.

BAB n.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2023
maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas
Perikanan Kabupaten Tulungagung dengan cara menghitung
penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas

Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat

dalam tabel T-C. 29 berikut:



Tabel T-C-29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode

3.25.01

3.25.01.2.01

3.25.01.2.02

3.25.01.2.05

3.25.01.2.06

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program /Kegiatan

2

Dlnaa Perikanan
Kabupaten
Tulungagung
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)

Indeks kepuasan
layanan
kesekretariatan
(skala 80-100)

Rata - Rata Tingkat
Capaian Kinerja
Kegiatan Pada
Program Penunjang
urusan
Pemerintahan
Daerah (%)

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Evaluasi dan Laporan
Kinerja (dokumen)

Jumlah dokumen
administrasi
keuangan (dokumen)
Jumlah dokumen
administrasi
kepegawaian
daerah(dokumen)
Prosentase
penyediaan
administrasi umum
vang sesuai SOP (%l

Target Kinerja
Capaian Hasil
Program
(Perubahan Renstra
PD Tahun 2018-
2023)

80

27

42

300

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2022

94,23

100

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2023

80

100

2023

Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2023

95,18

14

100

Tingkat
Realisasi
(%)

8-(7/6)

118,94

100,00

100,00

100,00

100,00

Target Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2024)

100,00

14

100

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2024

Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2024

104(5+7)

100

100

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
11»
(10/4)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



3.25.01.2.08

3.25.01.2.09

3.38.03

3.25.03.2.01

3.25.03.2.02

3.25.03.2.03

3.28.04

3.25.04.2.04

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
TANGKAP

Pengelolaan
Penangkapan lkan di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air
Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan
Nelayan Kecil dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA

Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan

Persentase jasa
penunjang yang
tersedia (%)

Persentase barang
milik daerah yang
terpelihara (%)

Nilai Produksi Usaha
Perikanan Tangkap
(Rp.»

Rata-rata persentase
peningkaan produksi
usaha perikanan
tangkap

Jumlah Produksi
Tangkap PUD (ton)

Jumlah produksi
perikanan tangkap
Laut (Ton)

Jumlah Ikan yang
dilelang (Ton)

Nilai Produksi Usaha
Perikanan Budidaya

Rata-rata Persentase
Peningkatan
Produksi Usaha
Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi Ikan
Konsumsi (ton)
Jumlah Produksi Ikan

Hias (ekor)

75

75

111.609.994.283,00

30,6

9.580

818

1.168.284.989.668

110.289

187.319.802

100

100

183.748.786.000

20,2

10.188,20

477,65

1.179.842.923.300

42.026

62.403.700

75

75

37.942.438.260

10,40

3.257

278,04

397.881.784.678

37.981,00

65.509.939,00

100

100

88.092.902.410

6.031,62

437,66

1.049.627.600.000

43.468

72.772.000

133,33

133,33

232,18

48,17

188,20

187,41

264,00

114,48

111,09

100

100

5,00

21,43

11.232

578,0

6,00

46.333,67

68.800.079,25

75 78,00
100 100,00

5,00 100,00

21 100,00
11.232 100,00
578 100,00
5,00 100,00
46.334 100,00
68.800.079 100,00



3.25.06

3.25.06.2.02

3.25.06.2.03

PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil
Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan Skala
Mikro dan Kecil
Penyediaan dan
penyaluran Bahan
Baku Industri
Pengolahan Ikan
Dalam 1 (satu)
Kab/Kota

Jumlah Produksi
Benih Ikan (ekor)
Nilai Produksi Usaha
Pengolahan Hasil
Perikanan
Rata-Rata
Persentase
Peningkatan
Produksi Usaha
Pengolahan Hasil
Perikanan

Jumlah Produksi
Olahan hasil
Perikanan (ton)

Jumlah ketersediaan
ikan segar untuk
bahan baku Industri
(ton)

Presentase
Peningkatan
Ketersediaan Ikan
Untuk Konsumsi dan
Usaha Pengolahan
Ikan (%)

48.000.000

698.130.290.147

50.968

2.522

94.880.767

909.673.000.000

28.347,50

1.125

17.000.000,00

238.479.377.715,00

17.494,00

882

99.653.983 586,20 104.606.045,62
1.269.535.937.550 532,35
10,00
26.157,00 149,52 31.253,12
1.461 165,69

1,54

104.606.046

10,00

31.253

,54

100,00

100,00

100,00

100,00



Pada tahun 2023 seperti yang terlihat pada tabel diatas Dinas
Perikanan Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan program
4 (empat) program dengan 12 (Dua Belas) Kegiatan dengan 15 (limabelas)
indikator kinerja yang mana rata-rata tingkat capaian kinerjanya sebesar
180,92 persen. Dari Keempat Program yang tertera pada tabel T-C.29
dapat tercapai dengan baik atau melebihi 100 % karena pada tahun 2023
adanya berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait
dengan pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi dan penurunan
stunting. Dengan demikian dalam rangka mendukung kebijakan tersebut
di tahun 2023 melaksanakan kegiatan baik sosialisasi, pembinaan,
pelatihan maupun penyaluran bantuan prasarana dan sarana produksi
baik budidaya, tangkap maupun pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan. Dengan berbagai aktivitas kegiatan tersebut.

Dengan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang baik
dapat mempercepat kinerja Renstra sesuai dengan yang direncanakan
sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun Renstra seluruh kinerja
baik program dan kegiatan dapat tercapai sesuai target yang

direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung

Oleh karena kinerja pelayanan urusan pemerintahan bidang

kelautan dan perikanan tidak memiliki indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam NPSK dan SPM, maupun dalam PP 6/2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas

Perikanan Kabupaten Tulungagung menetapkan indikator kinerja

10



pelayanan sendiri yang mengacu pada Renstra Tahun 2024-2026 yang
mana indikator kinerja utama yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas
Perikanan Kabupaten Tulungagung, Nomor : 100.3.3/30/32.01/2024
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas
Perikanan Kabupaten Tulungagung. Indikator dimaksud adalah: Rata-
rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan (%).
Namun demikian berdasar pada hasil evaluasi implementasi
SAKIP Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 oleh TIM SAKIP Menpan RB
ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah harus
disesuaikan dengan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah
dengan indikator kinerja utama diantaranya :
1. Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya
2. Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil
Perikanan

3. Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap

11



Dengan demikian berdasarkan pada indikator kinerja utama
diatas, analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten

Tulungagung disajikan dalam Tabel T-C.30 berikut.

12



Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
SPM/ IKK Oalatan

NO. Indikator . ..
Standar Nasional Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2023 Proyeksi Tahun 2024  Proyeksi Tahun 2025  analisis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai Produksi
1 Usa'ha ~ _ 673.973.570.654 - 2.407.156.439.960
Perikanan

JS5EJ
Rata-rata

Persentase
peningkatan
Produksi
Usaha
Perikanan
Tangkap (%)

Rata-rata
Persentase
peningkatan
Produksi
Usaha
Perikanan
Budidaya (%)

Rata-rata

Persentase

peningkatan

Produksi

Usaha - - - 10 10 - 10)* 10
Pengolahan

Hasil

Perikanan (%)

*) Target yang tertera diatas merupakan target kinerja pada Dokumen Pohon <inerja Tahun 2(324-2026.



Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan
Dinas Perikanan pada tahun 2024 berdasarkan target yang sudah
ditentukan pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dan
di review melalui Dokumen Pohon Kinerja 2024-2026 dapat tercapai
tercapai dengan baik begitu pula dengan proyeksi pada tahun 2025,

karena adanya perbaikan perekonomian di sektor perikanan.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perikanan Kabupaten Tulungagung

Pembangunan perekonomian sub sektor periikanan di Kabupaten
Tulungagung tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian
provinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah
digambarkan sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang
dipengaruhi baik faktor eksternal dan internal maupun faktor
penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tulungagung sampai dengan
tahun 2026. Pembangunan perikanan tidak hanya mengandalkan dan
mengeksploitasi sumber daya, melainkan harus diperhatikan
keberlangsungannya (sustainability). Beberapa isu strategis yang dapat
dihimpun bagi pembangunan di sub sektor perikanan di Kabupaten

Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produksi perikanan tangkap Periaran Umum Daratan
(PUD) akibat dari belum optimalnya produksi perikanan tangkap
sehingga diperlukan peningkatan ketersediaan sarpras alat tangkap
ramah lingkungan, penangkapan ikan invasif, penebaran benih ikan

di PUD (Perairan Umum Daratan);

14



2. Masih tingginya biaya produksi untuk budidaya perikanan terutama
biaya produksi pakan sehingga diperlukan pembinaan dan penyediaan

sarpras pembuatan pakan ikan apung;

3. Belum seimbangnya antara produksi dan jumlah permintaan sehingga
diperlukan promosi dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing produk
sehingga ketersediaan produk olahan hasil perikanan yang memenuhi

standar aman pangan meningkat.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD

Reviu rancangan akhir = RKPD dilakukan dengan
membandingkan rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,
sehingga bisa diketahui apabila terdapat perbedaan lokasi, target,
dan/atau anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan
program/kegiatan. Pada reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun
2025 ada perbedaan awal perumusan rancangan RKPD mengacu pada
jumlah pagu anggaran yang sudah diporsikan namun secara kebutuhan
perlu dipertimbangkan lagi secara masak kebutuhan Program dan
Kegiatan berdasarkan skala prioritas dan perlunya mengakomodir usulan
hasil POKIR (pokok-pokok pikiran) seperti yang disajikan dalam tabel

T-C.31 berikut.
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Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

No.

Program/ Kegiatan
[
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan G7ji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Lokasi
131

Kabupaten
Tulungagung

Kabupaten
Tulungagung

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kabupaten
Tulungagumg
Kab. Tulungagung,

Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Rancangan RKPD
Indikator Kinerja

w

Rata mRata Tingkat
Capaian Kinerja
Kegiatan Pada
Program Penunjang
urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Evaluasi dan
Laporan Kinerja
(dokumen!

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
RKA-

SKPD dan Laporan
Hasil

Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Laporan
Evaluasi

Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah dokumen
administrasi
keuangan

Jumlah Orangyang
Menerima Gali dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen
Hasil

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Tabel T-C-31

Review terhadap RKPD Tahun 2025

Target capaian Pagu Indikatif
(S) («i
100 6.774.3.79.909,00

10 Dokumen 7.172.000,00

2 Dokumen 440.000,00

2 Dokumen 5.632.000,00

5 Laporan 1.100.000,00

14 dokumen 4.744.247.509,00

31 Orang/bulan 4.026.686.380

1 Dokumen 119.988.000,00

a

Program / Kegiatan
i*)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan GAji dan

Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi
(&]]

Kabupaten
Tulungagung

Kabupaten
Tulungagung

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kabupaten
Tulungagumg

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Indikator Kinerja

w

Indeks kepuasan
layanan
kesekretariatan

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Evaluasi dan
Laporan Kinerja
(dokumen)
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
RKA-

SKPD dan Laporan
Hasil

Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Laporan
Evaluasi

Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah dokumen
administrasi
keuangan

Jumlah Orangyang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen
Hasil

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Target capaian
1»)
100

10 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

5 Laporan

14 dokumen

31 Orang/bulan

1 Dokumen

Pagu Indikatif
()
6.044.546.913,00

7.172.000,00

440.000,00

5.632.000,00

1.100.000,00

4.816.579.313,00

4.745.262.913,00

69.240.000,00
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Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kab. Tulungagung,

Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Ksb. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,

Tulungagung, Jepun

Jumlah dokumen
penatausahaan dan
pengujian /verifikasi
keuangan SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan

Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan

Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran

SKPD

Jumlah dokumen
administrasi
kepegawaian daerah

Jumlah Paket Pakaian
Dinas

beserta Atribut
Kelengkapan

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan

Fungsiyang
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Prosentase
penyediaan
administrasi «wwwm
yang sesuai SOP (%)

Jumlah Paket
Komponen

Instalasi

Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan

dan Perlengkapan
Kantor

yang Disediakan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan

yang Disediakan
Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan

Tamu

12 dokumen

2 laporan

1Dokumen

80 Paket

14 Orang

100%

7 Paket

6 Paket

6 Paket

12 Laporan

990.000,00

1.034.000,00

70.849.900,00

59.400.000,00

11.449.900,00

879.701.100,00

11.397.870,00

254.126.400,00

10.970.630,00

16.549.500,00

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Ksb. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,

Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Jumlah dokumen
penatausahaan dan
pengujian/verifikasi
keuangan SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan

Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran

SKPD

Jumlah dokumen
administrasi
kepegawaian daerah
Jumlah Paket
Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan

Fungsiyang
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Prosentase
penyediaan
administrasi umum
yang sesuai SOP (%)

Jumlah Paket
Komponen

Instalasi

Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan

dan Perlengkapan
Kantor

yang Disediakan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan

yang Disediakan
Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

12 dokumen

2 laporan

1 Dokumen

80 Paket

14 Orang

100%

7 Paket

6 Paket

6 Paket

12 Laporan

990.000,00

1.086.400,00

47.727.000,00

35.000.000,00

12.727.000,00

267.017.100,00

7.424.900,00

114.033.900,00

7.502.300,00

10.771.000,00
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Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi, SumberDaya
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Pemeliharaan /Rehabilitasi
Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

Pengelolaan Penangkapan
Ikan di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya
yang dapat Diusahakan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung, Jepun

Kabupaten
Tulungagung

Kabupaten
Tulungagung

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi

SKPD

Persentase jasa
penunjang yang
tersedia

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya

Air dan Listrik yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan

dan Perlengkapan
Kantor

yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan

Umum Kantoryang
Disediakan
Persentase barang
milik daerah yang
terpelihara

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau

Kendaraan Dinas
Jabatan

yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilit
asi

Rsts-Rsta
Persentase
Peningkatan
Produksi

Usaha Perikanan
Tangkap

Jumlah Produksi
Tangkap PUD

12 Laporan

100%

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

100%

48 Unit

4 Unit

5 persen

22,07 Ton

286.656.700,00

789.089.400,00

320.911.800,00

75.900.000,00

392.277.600,00

583.220.000,00

215.545.000,00

367.675.000,00

346.500.000,00

180.000.000,00

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi, SumberDaya
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
DinasJabatan

Pemeliharaan /Rehabilitasi
Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

Pengelolaan Penangkapan
Ikan di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya
yang dapat Diusahakan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kab. Tulungagung,
Tulungagung,
Jepun

Kabupaten
Tulungagung

Kabupaten
Tulungagung

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi

SKPD
Persentase jasa
penunjang yang
tersedia

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya

Air dan Listrik yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan

dan Perlengkapan
Kantor

yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan

Umum Kantor yang
Disediakan
Persentase barang
milik daerah yang
terpelihara

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau

Kendaraan Dinas
Jabatan

yang Dipelihara dan
dibayarkan Paiaknya
Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilit
asi

Rsts-Rsts
Persentase
Peningkatan
Produksi

Usaha Perikanan
Tangkap

Jumlah Produksi
Tangkap PUD

12 Laporan

100%

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

100%

48 Unit

4 Unit

5 persen

22,07 Ton

127.285.000,00

668.056.500,00

291.928.000,00

54.072.500,00

322.056.000,00

237.995.000,00

217.595.000,00

20.400.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00
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11

Penyediaan Prasarana
Usaha Perikanan Tangkap

Penjaminan Ketersediaan
Sarana Usaha Perikanan

Tangkap

Pemberdayaan Nelayan
Kecil dalam Daerah
Kabnpaten/Kota
Pengembangan Kapasitas
Nelayan Kecil

Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan
tempat Pelelangan Ikan (TPI)

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

Pemberdayaan
Pembndidaya Ikan Kecil

Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses llmu
Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, serta
Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan

Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tnhmgagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Jumlah Prasarana
Usaha Perikanan
Tangkap yang
Tersedia

Jumlah Sarana Usaha
Perikanan Tangkap
yang Teijamin dan

Tersedia

Jumlah produksi
perikanan tangkap
Laut

Jumlah Nelayan Kecil
yang

Meningkat
Kapasitasnya
Jumlah ikan yang
dilelang

Jumlah Layanan
dalam rangka
Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)

Rata-Rata
Persentase
Peningkatan
Produksi Usaha
Perikanan Budidaya
Jumlah Peningkatan
kelompok
Pembudidaya Ikan

Jumlah Kelompok
Usaha yang
Memperoleh
Pendampingan,
Kemudahanan Akses
Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan
Informasi, Serta
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan

Jumlah Produksi
Ikan Konsumsi

Jumlah Produksi
Ikan Hias

10 Unit

7 Unit

1.1794,12 Ton

50 Orang

638,76 Ton

1 Layanan

3 Persen

10 Pokdakan

50 Kelompok

48.650,33 Ton

72.240.083,21
Ekor

90.000.000,00

90.000.000,00

136.275.000,00

136.275.000,00

30.228.000,00

30.225.000,00

2.226.950.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.126.950.000,00

111

Penyediaan Prasarana

Usaha Perikanan Tangkap

Penyediaan Sarana Usaha
Perikanan Tangkap

Pemberdayaan Nelayan
Kecil dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas
Nelayan Kecil

Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan ITPII
Pelayanan Penyelenggaraan
tempat Pelelangan Ikan (TPI)

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

Pemberdayaan
Pembudidaya Ikan Kecil

Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, serta
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan

Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Jumlah Prasarana
Usaha Perikanan
Tangkap yang
Tersedia

Jumlah Sarana
Usaha Perikanan
Tangkap yang
Teijam in dan
Tersedia

Jumlah produksi
perikanan tangkap
Laut

Jumlah Nelayan Kecil
yang

Meningkat
Kapasitasnya
Jumlah ikan yang
dilelang

Jumlah Layanan
dalam rangka
Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)

Rata-Rata
Persentase
Peningkatan
Produksi Usaha
Perikanan Budidaya
Jumlah Peningkatan
kelompok
Pembudidaya Ikan
(Pokdakan)

Jumlah Kelompok
Usaha yang
Memperoleh
Pendampingan,
Kemudahanan Akses
Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan
Informasi, Serta
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan

Jumlah Produksi
Ikan Konsumsi

Jumlah Produksi
Ikan Hias

10 Unit

7 Unit

1.1794,12 Ton

50 Orang

638,78 Ton

1 Layanan

5 Persen

10 Pokdakan

50 Kelom pok

48.650,35 Ton

72.240.083,21
Ekor

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

895.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

885.000.000,00
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Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan lkan dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan
Sarana Pembudidayaan
Ikan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Kesehatan Ikan
dan Lingkungan Budidaya
dalam 1(satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Pembinaan Mutu den
Keamanan Hasil Perikanan
bagi Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil

Pelaksanaan Bimbingan

dan Penerapan Persyaratan
atau Standar pada Usaha
Pengolahan dan

Pemasaran Skala Mikro

dan Kecil

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Jumlah Produksi
Benih Ikan

Jumlah Prasarana
Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana
Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu)
Daerah

Kabupaten /Kota
Jumlah Hasil Ikan
dan

Lingkungan Budidaya
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota yang
Teruji Melalui
Pengelolaan
Kesehatan Ikan
Persentase
Peningkatan
Produksi Usaha
Pengolahan Hasil
Perikanan

Jumlah Produksi
Olahan hasil
Perikanan

Jumlah Unit Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan yang
Mendapatkan
Pembinaan Terhadap
Penerapan
Persyaratan Perizinan
Berusaha pada Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan Sesuai
Skala Usaha dan
Risiko

109.836.347,90
Ekor

2 Unit

35 Unit

1 Dokumen

5 persen

32.815,77 Ton

5 Unit
Usaha

150.000.000,00

1.901.950.000,00

75.000.000,00

467.500.000,00

237.500.000,00

237.500.000,00

v
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Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikan dalam
1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan
Sarana Pembudidayaan
Ikan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Pengelolaan Kesehatan Ikan
dan Lingkungan Budidaya
dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
bagi Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil

Pembinaan terhadap
Penerapan Persyaratan
Perizinan Berusaha Pada
Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
sesuai Skala Usaha dan
Risiko

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Jumlah Produksi
Benih Ikan

Jumlah Prasarana
Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu)
Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana
Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Hasil Ikan
dan

Lingkungan Budidaya
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kotayang
Teruji Melalui
Pengelolaan
Kesehatan Ikan
Persentase
Peningkatan
Produksi Usaha
Pengolahan Hasil
Perikanan

Jumlah Produksi
Olahan hasil
Perikanan

Jumlah Unit Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan yang
mendapatkan
pembinaan terhadap
Penerapan
Persyaratan Perizinan
Berusaha Pada Usaha

Pengolahan dan

109.836.347,90
Ekor

2 Unit

35 Unit

1 Dokumen

5 persen

32.815,77 Ton

5 Unit Usaha

85.000.000,00

790.000.000,00

10.000.000,00

130.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00
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Penyediaan dan
Penyaluran Bahan Baku
Induatri Pengolahan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Peningkatan Ketersediaan
Ikan untuk Konsumsi dan
Usaha Pengolahan dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pemberian Fasilitas bagi
Pelaku Usaha Perikanan
Skala Mikro dan Kecil dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Presentase
Peningkatan
Ketersediaan Ikan
Untuk Konsumsi dan
Usaha Pengolahan
Ikan

Jumlah peningkatan
ketersediaan ikan
untuk

konsumsi dan usaha
pengolahan dalam
I(satu)

Daerah Kab/Kota

Jumlah Pelaku Usaha
Perikanan Skala
Mikro dan

Kecil dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota yang
Terfasilitasi

1.5 persen

18,43 Ton

50 pelaku
usaha

330.000.000,00

100.000.000,00

130.000.000,00

9.815.229.909,00

Penyediaan dan
Penyaluran Bahan Baku
Industri Pengolahan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Peningkatan Ketersediaan
Ikan untuk Konsumsi dan
Usaha Pengolahan dalam 1
(satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Pemberian Fasilitas bagi
Pelaku Usaha Perikanan
Skala Mikro dan Kecil dalam
1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Ksb. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung

Pemasaran Hasil
Perikanan sesuai
Skala Usaha dan
Risiko

Presentase
Peningkatan
Ketersediaan Ikan
Untuk Konsumsi dan
Usaha Pengolahan
Ikan

Jumlah peningkatan
ketersediaan ikan
untuk
konsumsidan usaha
pengolahan dalam
I(satu)

Daerah Kab/Kota

Jumlah Pelaku Usaha
Perikanan Skala
Mikro dan

Kecil dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kotayang
Terfasilitasi

1.5 persen

18,43 Ton

50 pelaku

usaha

120.000.000,00

110.000.000,00

10.000.000,00

7.109.546.913,00
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pembangunan yang menjadi skala
Prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung tahun 2025
merupakan implementasi dari setiap wusulan program dan
kegiatan masyarakat yang merupakan hasil dari Musrenbang,
baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten yang sudah
ditampung berdasarkan skala prioritas untuk dilaksanakan pada
tahun berikutnya, akumulasi Program dan Kegiatan baik hasil
dari Musrenbang maupun program dan kegiatan kebutuhan
stakeholder terkait lainnya dalam bentuk POKIR yang sudah
diverifikasi akan terangkum dalam usulan program dan kegiatan
dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 sebagaiman tabel

berikut.
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USULAN

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembenihan ikan

Bantuan sarpras
pembenihan ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembenihan ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

TABEL USULAN POKIR TAHUN 2025

MASALAH

Perlunya bantuan sarpras bagi
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
AMANAH FISH KEPUH

Masih perlunya bantuan pakan
ikan patin pada kelompok
pokdakan mina kendalbulur
lestari desa kendalbulur
KELOMPOK BUDIDAYA IKAN
PATIN " PATIN SAKTI"
Membutuhkan bantuan hibah
guna mendukung produksi
perikanan

Permohonan bantuan Budi daya
Ikan Gurami Kelompok Mina
Lestari Desa Nglurup

Masih perlunya bantuan sarana
dan prasarana ikan gurami pada
kelompok ikan budi luhur desa
jabalsari

Perlunya Bantuan Kepada
Kelompok Peternak Ikan Gurami
Joko Sendung Desa Sambirobyong
Kurangnya Modal untuk
Pembelian benih dan Pakan
Pokmas Al - Amin

Masih perlunya sarana
pembesaran ikan gurami pada
kelompok tani sabar menanti desa
kepuhrejo

Masih perlunya sarana dan
prasarana budidaya ikan gurami
pada kelompok ikan harapan baru
desa banjarsari

Masih perlunya sarana dan
prasarana pembesaran ikan
gurami pada kelompok berkah
jaya desa mojoagung

SUB KEGIATAN

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I[(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I[(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I[(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I[(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I[(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I[(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

ALAMAT LOKASI

RT02/RWO02 Ds. Kepuh, Kec.
Boyolangu, Kab. Tulungagung

Desa Kendalbulur

Boyolangu, Kab. Tulungagung

RT 011 RW 04 Desa Junjung
Kec Sumbergempol, Kab.

Tulungagung

Desa Nglurup Kec. Sendang,

Kab. Tulungagung

Desa Jabalsari Kec.

Sumbergempol, Kab.

Tulungagung

Desa Sambirobyong
Sumbergempol, Kab.

Tulungagung

RT 04 RW 02 Dsn Tanggung
Ds. Suruhan Lor Kec.
Bandung, Kab. Tulungagung

Dusun Darungan RT 03 RW
05 Desa Kepuhrejo Kec.
Ngantru, Kab. Tulungagung

Desa Banjarsari Kec. Ngantru,

Kab. Tulungagung

Desa Mojoagung Kec.
Ngantru, Kab. Tulungagung

KOEFISIEN

1 paket

1 paket

1 paket

1 Paket

1 Paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

AGGARAN

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

CATATAN

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir



Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembenihan ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembesaran ikan

Bantuan sarpras
pembenihan ikan

Masih perlunya sarana dan
prasarana pembesaran ikan
gurami pada kelompok ikan jaya
abadi desa batokan

Masih perlunya sarana dan
prasarana pembesaran ikan
gurami pada kelompok ikan
berkah abadi desa kepuhreio
Masih perlunya sarana dan
prasarana pembenihan ikan
gurami pada kelompok ikan ulam
berkah desa mojoagung

Masih perlunya pengadaan sarana
prasarana pembasaran ikan
gurami pada kelompok ikan mitra
sejati desa doroampel kec.
sumbergempol

Masih perlunya sarana
pembesaran ikan gurami pada
kelompok ikan mina karya desa
tenggong

perlunya bantuan pakan ikan dan
beneih ikan Gurami di kelompok
petani ikan TUNAS SUBUR Desa
Sambirobyong Kec. sumbergempol

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I[(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam
I[(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Desa Batokan Kec. Ngantru,
Kab. Tulungagung

Desa Kepuhrejo Kec. Ngantru,
Kab. Tulungagung

Desa Mojoagung Kec.
Ngantru, Kab. Tulungagung

Desa Doroampel Kec.
Sumbergempol, Kab.
Tulungagung

Desa Tenggong Kec.
Rejotangan Kab.
Tulungagung

desa Sambirobyong kec.
sumbergempol, Kab.
Tulungagung

1 paket

1lpaket

lpaket

1lpaket

1 paket

1 paket

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir

Pokir



BAB m.
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN 2025

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas
pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter
dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada
peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi,
percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan
lapangan keija berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan
produk-produk yang ramah lingkungan.

Dari tiga arah kebijakan prioritas pembangunan di atas, ada satu
arah kebijakan pokok yang selaras dengan RKPD Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 yaitu Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang keselarasannya

dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dapat dijabarkan melalui tabel

berikut:
Tabel 3. 1 Keselarasan Kebijakan Nasional dan Daerah Lingkup Dinas
Perikanan Kabupaten Tulungagung
NASIONAL KABUPATEN

Prioritas Nasional Program Prioritas Prioritas Daerah Program Prioritas
Memantapkan Program Pengelolaan Pembangunan Program Pengelolaan
sistem pertahanan Perikanan Tangkap sektor Pertanian, Perikanan Tangkap
keamanan negara Program Pengelolaan peternakan dan Program Pengelolaan
dan mendorong Perikanan Budidaya perikanan Perikanan Budidaya
kemandirian bangsa Program Pengolahan Program Pengolahan
melaini swasembada Dan Pemasaran Hasil Dan Pemasaran Hasil
pangan, energi, air, Perikanan Perikanan

ekonomi syariah,
ekonomi digital,
ekonomi hijau dan
ekonomi biru
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1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program, kegiatan dan sub
kegiatan yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas
Perikanan Tahun 2024-2026 pada tahun kedua

Sebagaimana tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan

2024-2026, Renja Dinas Perikanan 2025 memiliki tujuan:
"Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan"
Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
memiliki sasaran:
"Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan”

Perumusan tujuan dan sasaran diatas diadasarkan pada rumusan
isu-isu penting serta permasalahan dalam penyelenggaraan tugas fungsi
Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian wuntuk
megetahui sejauh mana gambaran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
di Tahun 2024 dapat menyelesaikan permasalahan secara optimis
berdasarkan pada isu-isu strategis berdasarkan indikator tujuan dan
sasaran dapat di lihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

No. Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Realisasi

Tujuan/ Sasaran

2023 2024 2025 2023
(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8)

1. Meningk Indeks 98,04 100 100 95,15
atnya Kepuasan
kiinfftav Layanan
layanan Kesekretariat
Kesekret an PD
ariatan Meningka Nilai 83,90 83,90 84,00 83,90
PD tnya Evaluasi
Kualitas SAKIP PD
Layanan
Resekreta Indeks 61,09 61,09 57,00 61,09
riatan PD Profesionalis
meASN PD
Prosentase 82,00 82,00 95,15 82,00
Kualitas

Layanan
Kesekretariat
an PD

2024

(9)

100

84,00

61,09

82,00
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2. Meningkatnya Persentase 5 5 5

Nilai Produksi Peningkatan
Usaha Sektor Nilai
Perikanan Produksi
Usaha Sektor
Perikanan
(%)
Meningkatnya Rata-rata 5 5 5
Produksi Persentase
Usaha Sektor peningkatan
Perikanan Produksi

Usaha Sektor
Perikanan

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025
Faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan dan penentuan
Program dan Kegiatan pada Dnas Perikanan di Kabupaten Tulungagung
diantaranya adalah : (1) Pemyelesaian permasalahan Dinas berdasarkan isu-
isu strategis; (2) Dukungan terhadap kebijakan Pemerintah baik pusat
maupun daerah diantaranya: penangulangan kemiskinan, penurunan angka
stunting dan pengendalian inflasi,; (3) Pokok-pokok Pikiran, dengan kondisi
diatas tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung di tahun 2025
merumuskan 1 Program Penunjang dan 3 Program Teknis yang masing-
masing terdapat 6 Kegiatan dan 7 Kegiatan sebagai berikut:
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
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II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI)
III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
IV. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
Program dan kegiatan tersebut di atas direncanakan
implementasinya pada beberapa wilayah di Kabupaten Tulungagung dengan

total kebutuhan anggaran mencapai Rp. 7.109.546.913,00.

Rencana program dan kegiatan secara rinci disajikan dalam tabel
T.C-33 Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat

Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026 pada lampiran 1:
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BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rencana keija dan pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung 2025, disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025. Selain itu, rencana keija dan pendanaan Dinas Perikanan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 juga didasarkan pada hasil evaluasi dan
mengakomodir perkembangan yang teijadi terkait tugas dan fungsi dalam
menunjang pencapaian kineija Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
maupun menunjang sesuai tujuan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-
2026, serta untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas
Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam pemenuhan pelayanan.
Secara global, untuk mendanai program dan kegiatan di tahun 2025, Dinas
Perikanan Kabupaten Tulungagung membutuhkan anggaran sebesar

Rp. 7.109.546.913,00.
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BAB V.

PENUTUP

Salah satu sumber daya penting dalam pelaksanaan program dan
kegiatan adalah ketersediaan anggaran. Padahal, anggaran juga sumber daya
langka yangjumlahnya relatif terbatas.

Oleh karena itu, apabila anggaran yang dialokasikan untuk program
dan kegiatan di sektor perikanan tidak tersedia secara memadai, maka perlu
dilakukan prioritas efisiensi kebutuhan anggaran dengan cara merubah cara
keija tanpa mengubah target kinerja jika memungkinkan. Apabila hal tersebut
tidak bisa dilakukan, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung perlu
memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan status perekonomian
sektor perikanan: masih menurun, sudah melewati titik balik terendah, atau
mulai meningkat.

Alternatif kedua ini dapat menyebabkan alokasi anggaran tidak
merata di setiap kegiatan, bahkan bisa jadi sebagian kegiatan tidak
memperoleh alokasi anggaran. Seiring dengan perkembangan kondisi terakhir,
apapun alternatif yang diambil, perlu mempertimbangkan penyesuaian ulang

target kinerja yang ditetapkan di renja.
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RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANANKAB. TULUNGAGUNG

25

2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksana*

2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

n Tugas ASN
jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

31 Orang/bulan  4.745.262.913,00

1 Dokumen 69.240.000,00
12 Dokumen 990.000,00
2 Laporan 1.086,400,00

Kab. Tulungagung, DANA TRANSFER UMUM-
Semua Kecamatan, DANA ALOKASI UMUM
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung, DANA TRANSFER UMUM-
Semua Kecamatan, DANA ALOKASI UMUM
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung, DANA TRANSFER UMUM-
Semua Kecamatan, DANA ALOKAST UMUM
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung, DANA TRANSFER UMUM*
Semua Kecamatan, DANA ALOKASI UMUM
Semua Kel/Desa

Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan
pemerintahan yang Bersih,
Efektif dan Anti Korupsi

ASN Dinas perikanan

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersin,

Ffpkfifdan Anti Kpri.ipsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

131.986.800,00

1.089.000,00

1.137.400,00

TAHUN 2025
Urusan / Bidang Urusan / Program  Indikator Program / Kegiatan / Sub | 2roet AKhir  Realisasi Capaian Prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 perangkat Daerah
Kode . . periode Renstra RENJA OPD Capaian Target Prioritas Kelompok Sasaran
/ Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab
Nasional Daerah
3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 17
DINAS PERIKANAN 7.109.546.913,00 5.366.938.527,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.109546.913,00 5.366.938.527,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.109.546.913,00 5.366.938.527,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.044.546.913,00 2.367.248.840,00
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan  jumlah Dokumen Perencanaan, 9 Dokumen 7.172.000,00 P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan 7.889.200,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Evaluasi dan Laporan Kinerja 9 Dokumen pemerintahan yang Berjih,
jumlah Dokumen Perencanaan, 9 Dokumen Efektif dan Anti Korupsi
Evaluasi dan Laporan Kinerja 100 Skala Peningkatan kualitas
(dokumen) pemerintahan dan pelayanan
jumlah Dokumen Perencanaan, publik
Evaluasi dan Laporan Kinerja
indeks Kepuasan Layanan
Kesekretariatan PD
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 440.000,00 Kab. Tulungagung, DANA TRANSFER UMUM- P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan 484.000,00 DINAS PERIKANAN
Perangkat Daerah Semua Kecamatan, DANA ALOKASI UMUM pemerintahan yang Bersih,
Semua Kel/Desa Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 5.632.000,00 Kab. Tulungagung, DANA TRANSFER UMUM- P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan 6.195.200,00 DINAS PERIKANAN
Laporan Hasil Koordinasi Semua Kecamatan, DANA ALOKASI UMUM pemerintahan yang Bersih,
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 5 Laporan 1.100.000,00 Kab. Tulungagung, DANA TRANSFER UMUM- P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan 1.210.000,00 DINAS PERIKANAN
perangkat Daerah Semua Kecamatan, DANA ALOKAST UMUM pemerintahan yang Bersih,
Semua Kel/Desa Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
Dublik
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat jumlah Orang yang Menerima Gaji 31 Orang 4.816.579.313,00 Memperkuat Reformasi P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan 134.213.200,00
Daerah dan Tunjangan ASN Politik, Hukum, dan pemerintahan yang Bersih,

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN



No

3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25

Kode

2

o

01

2

2

01

01

01

Urusan/Bidang Urusan / Program

/ Kegiatan / Sub Kegiatan

3
2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

4
jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta A ribut Kelengkapannya

jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah

2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi

jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang Mengikuti
pendidikan dan Pelatihan

jumlah dokumen administrasi
keuangan

jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan

2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengka pan Kantor

jumlah Paket Peralatan dan
perlengkapan Kantor yang
Disediakan

2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

jumlah Paket Barang Cetakan dan
penggandaan yang Disediakan

jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

2.06 0009 Rapat an Konsultasi SKPD
jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan jumlah dokumen jasa penunjang

Pemerintahan Daerah

yang tersedia

2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target 2025

8
80 Paket

80 Paket

14 Orang

14 Dokumen

7 Paket

6 Paket

6 Paket

12 Laporan

12 Laporan

1 Dokumen

Pagu Indikatif (Rp)

9

47.727.000,00

35.000.000,00

12.727.000,00

267017.100,00

7.424.900,00

114033.900,00

7.502.300,00

10.771.000,00

127.285.000,00

668056.500,00

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

10

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Sumber Dana

11

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKAST UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Prioritas Kelompok Sasaran

Nasional
12
Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Daerah

13 1*
P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,
Efektifdan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik

Memperkuat Refi

Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Mem perkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Mem perkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

P8 - ggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan
pemerintahan yang Bersih,
Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas

ASN Dinas perikanan

pemerintahan dan pelayanan
publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektifdan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektifdan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektifdan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,
Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Target Pagu Indikatif (Rp)

15 16
77.934.890,00

65.340000,00

12.594-890,00

637.671 210,00

12.537657,00

279.539040,00

12.067693,00

18.204-450,00

315.322.370,00

867.998.340,00

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

17

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN



No
1
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
2 3 25
3 25
3 25
3 25

Urusan / Bidang Urusan / Program

Kode

Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

4
jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

jumlah Laporan Penyediaan Jasa
pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

persentase barang milik daerah

01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan  yang terpelihara
Daerah

01 2.09 0001 iaan Jasa lih, , Biava lih

jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

01  2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

03 PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk,

03 2.01

Rawa, dan Genangan Air Lainnya
yang Dapat Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

jumlah Sarana Usaha Perikanan
Tangkap yang Terjamin dan
Tersedia

03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

jumlah Prasarana Usaha Perikanan
Tangkap yang Tersedia

03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanar Tangkap

jumlah Sarana Usaha Perikanan
Tangkap yang Terjamin dan
Tersedia

Target Akhir
Periode Renstra
OPD

S

Realisasi Capaian
RENJA OPD
Tahun 2023

6

Prakiraan
CApaian Target
RENJA OPD

7

aan, dan Paiak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

8
12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

100%

48 Unit

0 Unit

7 Unit

10 Unit

7 Unit

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

1

9 10
291.928.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

54.072.500,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

322056.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

237995.000,00

217.595.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

20.400.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

40.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

10.000.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

11
DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKAST UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASIUMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKAST UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-

DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

Prioritas

Nasional
12

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
penyeludupan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syarlah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital.Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Kelompok Sasaran
Daerah
13 1*
P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,
Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan
pemerintahan yang Bersih,
Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan
pemerintahan yang Bersih,
Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
Dublik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas Perikanan
pemerintahan yang Bersih,
Efektif dan Anti Korupsi
Peningkatan kualitas
pemerintahan dan pelayanan
publik

P8 - Penyelenggaraan ASN Dinas perikanan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi

Peningkatan kualitas

pemerintahan dan pelayanan

publik

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis

KUB, Pokmaswas dan
Kelompok Masyarakat
Nelayan di daerah
Perairan Umum
Daratan (PUD) Kab.
Tulungagung

Kerakyatan
Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis

KUB, Pokmaswas dan
Kelompok Masyarakat
Nelayan di daerah
Perairan Umum
Daratan (PUD) Kab.
Tulungagung

Kerakyatan
Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor

KUB, Pokmaswas dan
Kelompok Masyarakat
Nelayan di daerah
Perairan Umum
Daratan (PUD) Kab.
Tulungagung
Pertanian, peternakan dan

perikanan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Target

15

Pagu Indikatif (Rp)

16
353.002.980,00

83.490000,00

431.505.360,00

641.542.000,00

237.099.500,00

404.442.500,00

230.451.687,00

200.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
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DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN



No

3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25

Kode

03

o
8

04

Urusan / Bidang Urusan / Program

/ Kegiatan / Sub Kegiatan

3

2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

4
jumlah produksi perikanan
tangkap Laut

707 0001 Pengembangan Kaoasitas Nelavan Kecil

2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

703 000? y ggaraan Tempat

jumlah Nelayan Kecil yang
Meningkat Kapasitasnya

jumlah Ikan yang dilelang

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan

Kecil

Ikan (TPI)
jumlah Layanan dalam rangka
Penyelenggaraan Tempat
pelelangan Ikan (TP|)

jumlah Kelompok Usaha yang
Memperoleh Pendampingan,
Kemudahanan Akses Iimu
Pengetahuan, Teknologi dan
informasi, Serta Penyelenggaraan
pendidikan dan Pelatihan

2.02 0004 Pemberian Pend

2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Prasarana

Akses IImu
jumlah Kelompok Usaha yang
Memperoleh Pendampingan,
Kemudahanan Akses Iimu
pengetahuan, Teknologi dan
informasi, Serta Penyelenggaraan
pendidikan dan Pelatihan

jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang Teruji
Melalui Pengelolaan Kesehatan
Ikan

jumlah Sarana Pembudidayaan
Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

jumlah Prasarana Pembudidayaan
Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.04 0002

11794.12 Ton

Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabuoaten/Kota

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp)

8 9
10.000.000,00

50 Orang 10.000.000,00
635.75 Ton 10-000.000,00
1 Layanan 10.000.000,00
895.000.000,00
50 Pelatihan 10.000.000,00

Teknologi dan Informasi, serta Penyeleng garaan Pendidikan dan Pelatihan

50 Kelompok 10.000.000,00
1 Laporan 885.000.000,00
35 unit

2 unit

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

10

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Sumber Dana

1

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKAST UMUM

Prioritas

Nasional

12
Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi

Syariah, Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Daerah
13

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan
Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - P Sektor

Kelompok Sasaran

14
KUB, Pokmaswas
Perikanan Tangkap dan
Kelompok Masyarakat
Nelayan Kecil Kab.
Tulungagung

KUB, Pokmaswas
Perikanan Tangkap dan
Kelompok Masyarakat
Nelayan Kecil Kab.
Tulungagung

lihan Ekonomi

Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - P Sektor

Kerakyatan melalui
Peningkatan Nilai
Tambah Sektor
Sekunder dan
Pariwisata

lihan Ekonomi

Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

Kerakyatan melalui
Peningkatan Nilai
Tambah Sektor
Sekunder dan
Pariwisata

Kab.

P6 - P Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

Tulungagung

Pokdakan Kabupaten
Tulungagung

Pokdakan Kabupaten
Tulungagung

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Target Pagu Indikatif (Rp)

15 16
0,00

30.451.687,00

30.451.687,00

2.449.645.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

2.339.645.000,00

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
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Urusan / Bidang Urusan / Program

No Kode / Kegiatan / Sub Kegiatan
1 2 3
325 04

2.04 0009 K Sarana

Indikator Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan

4

jumlah Prasarana Pembudidayaan

Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang Teruji

Melalui Pengelolaan Kesehatan

Tkan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Target Akhir  Realisasi Capaian

periode Renstra RENJAOPD
oPD Tahun 2023
5 6

2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Linakungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah

yaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

jumlah Sarana Pembudidayaan

Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

jumlah Produksi Olahan hasil

perikanan

jumlah Unit Usaha Pengolahan dan

pemasaran Hasil Perikanan yang

mendapatkan pembinaan terhadap

penerapan Persyaratan Perizinan
Berusaha Pada Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan
sesuai Skala Usaha dan Risiko

Penyediaan dan Penyaluran Bahan jumlah bahan baku untuk industri

pengolahan ikan

dan Usaha

325 06 202 Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil

325 06

3 25 06 203
Baku Industri Pengolahan Tkan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/
Kota

3 25 06 2.03 0001 Ki Ikan untuk K

3 25 06

jumlah Peningkatan Ketersediaan
Ikan untuk Konsumsi dan Usaha
Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

jumlah Pelaku Usaha Perikanan
Skala Mikro dan Kecil dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

yang Terfasilitasi

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Prakiraan
Capaian Target

Target 2025 Pagu Indikatif (R Lokasi
RENJA OPD M o ®e)
7 8 9 10
2 unit 85.000.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa
35 Unit 790.000.000,00 Kab. Tulungagung,

Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

130.000.000,00

32815.77 Ton 10.000.000,00

2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesua Skala Usaha dan risiko

5 Unit Usaha 10.000.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

undefined 120.000.000,00

undefined

18.4295404912
5 Ton

110.000.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

50 Pelaku Usaha 10.000.000,00 Kab. Tulungagung,
Semua Kecamatan,

Semua Kel/Desa

JUMLAH 7.109.546.913,00

Sumber Dana

1
DANA TRANSFER UMUM -
DANA ALOKAST UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKAST UMUM

DANA TRANSFER UMUM -
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASI UMUM

DANA TRANSFER UMUM-

DANA ALOKAST UMUM

DANA TRANSFER UMUM-
DANA ALOKASTI UMUM

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prioritas

Nasional

12
Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi

Syariah, Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi,
Air, Ekonomi

Syariah, Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan. Energi.
Air, Ekonomi
Syariah,Ekonomi
Digital,Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

Daerah
13

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan
Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

Kelompok Sasaran

14
Pokdakan Kabupaten
Tulungagung

P6 - Pem Sektor
Pertanian, Peternakan,
perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

K

Tulungagung

P6 - Pem Sektor
Pertanian, Peternakan,
perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
Derikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

P6 - Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis
Kerakyatan

Pembangunan sektor
Pertanian, peternakan dan
perikanan

K

Tulungagung

POKLAHSAR dan
Masyarakat Pengolah
dan Pemasar Kab.
Tulungagung

POKLAHSAR dan
Masyarakat Pengolah
dan Pemasar Kab.
Tulungagung

POKLAHSAR dan
Masyarakat Pengolah
dan Pemasar Kab.
Tulungagung

POKLAHSAR dan
Masyarakat Pengolah
dan Pemasar Kab.
Tulungagung

POKLAHSAR dan
Masyarakat Pengolah
dan Pemasar Kab.
Tulungagung

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Target Pagu Indikatif (Rp)

15 16
165.000.000,00

82.500.000,00

2.092.145.000,00

319.593.000,00

62.560000,00

62.560.000,00

257.033.000,00

120.000.000,00

137.033.000,00

5.366.938.527,00

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

17
DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PERIKANAN

JI. Ki Mangun Sarkoro No. 04, Telp. (0355) 321869

TULUNGAGUNG 66218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR: 000.7.2.4/69/32.01/ 2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang:

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3)
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kepala
Satuan Keija Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan
Akhir Rencana Keija sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Keija dimaksud, sesuai pasal
28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Keija
Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Surat Edaran Mendagri Nomor 050 / 200/ II/ BANGDA /
2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija
Pembangunan Daerah (RKPD);

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah;

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 27
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2024-2026;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Keija Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Rancangan Akhir Rencana Keija Dinas Perikanan
Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Renja
Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan,
indikator kineija, kelompok sasaran, pagu indikatif dan
prakiraan maju.



KETIGA

KEEMPAT

Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu
kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 30 Juli 2024

AS PERIKANAN
.ULUNGAGUNG

KO, SE, MM.
Pembina/Utama Muda
NIP. 19660/24 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PERIKANAN

JI. Ki Mangun Sarkoro No. 04, Telp. (0355) 321869

TULUNGAGUNG 66218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 000.7.2.4/69/32.01/ 2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang:

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3)
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kepala
Satuan Keija Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan
Akhir Rencana Keija sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Keija dimaksud, sesuai pasal
28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Keija
Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Surat Edaran Mendagri Nomor 050 / 200/ II/ BANGDA /
2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija
Pembangunan Daerah (RKPD);

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah;

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 27
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2024-2026;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Keija Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Rancangan Akhir Rencana Keija Dinas Perikanan
Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Renja
Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan,
indikator kineija, kelompok sasaran, pagu indikatif dan
prakiraan maju.



KETIGA

KEEMPAT

Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu
kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Tulungagung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 30 Juli 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
PULUNGAGUNG

KO, SE, MM.
Utama Muda
198603 1 006



